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Abstrak

Naskah ini bertujuan menjelaskan efektivitas kebijakan lingkungan hidup di Indonesia melalui perspektif hukum
pidana. Krisis lingkungan hidup di Indonesia terus menjadi perhatian serius akibat maraknya kejahatan lingkungan
yang sepanjang tahun 2023 terdapat 3.835 kasus kejahatan terhadap lingkungan hidup berdasarkan laporan Badan
Pusat Statistik serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 2.492 kasus. Salah satu
pendekatan penting dalam menangani isu ini adalah penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk memberikan
efek jera dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
doktrinal. Fokus penelitiannya terletak pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin,
dan yurisprudensi terutama terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang
progresif, penerapannya masih menghadapi kendala yang meliputi lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan
kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kerangka hukum
pidana lingkungan yang mengintegrasikan prinsip strict liability secara tertulis ke dalam peraturan perundang-
undangan serta diperlukannya pembentukan peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat terkait
mekanisme pelaksanaan pemulihan lingkungan secara tertulis untuk menjamin pemulihan kerusakan lingkungan
yang adil dan efektif.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Kebijakan Lingkungan Hidup; Kejahatan Lingkungan Hidup.

Abstract

This paper aims to explain the effectiveness of environmental policy in Indonesia through the perspective of criminal
law. The environmental crisis in Indonesia continues to be a serious concern due to the rise of environmental crimes
throughout 2023, there were 3,835 cases of crimes against the environment based on the Central Statistics Agency
report an increase from the previous year which only amounted to 2,492 cases. One important approach in dealing with
this issue is the use of criminal law as a tool to provide a deterrent effect and ensure environmental sustainability. This
research uses a doctrinal legal research method. The focus of this research involved analyzing legal norms in relevant
legislation, doctrine, and jurisprudence, particularly Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and
Management. The results show that although Indonesia has a progressive legal framework, its implementation still
faces obstacles that include weak law enforcement and limited capacity of law enforcement officials. Moreover, this
research emphasizes the need for reform of the environmental criminal law framework that integrates the principle of
strict liability in writing into legislation and the need for the establishment of regulations that have binding legal force
regarding the mechanism for implementing environmental restoration in writing to ensure fair and effective recovery
of environmental damage.
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PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan di Indonesia, seperti pencemaran Sungai Citarum dan kebakaran
hutan di Kalimantan serta Sumatra, menunjukkan urgensi untuk memperkuat penegakan hukum
pidana lingkungan secara efektif. Sungai Citarum, yang tercemar berat oleh limbah berbahaya dan
beracun, menjadi contoh konsekuensi dari penegakan peraturan yang tidak memadai dan
memprioritaskan kepentingan ekonomi di atas perlindungan lingkungan. Perusahaan sering kali
mengeksploitasi celah peraturan yang ada, sehingga berkontribusi terhadap pencemaran ini,
terlepas dari hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan yang sehat seperti yang diuraikan
dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 (Sunariyo & Hasibuan, 2024). Kondisi ini
menunjukkan lemahnya penegakan hukum pidana dalam memberikan efek jera dan mencegah
terjadinya kejahatan lingkungan, yang menjadi urgensi untuk diteliti lebih lanjut. Pemerintah
Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan seperti program Citarum
Harum, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk militer, untuk memulihkan
daerah aliran sungai. Namun, tantangan seperti tumpang tindihnya kewenangan dan kurangnya
pendanaan menghambat implementasi yang efektif (Chandra & Sobirov, 2023).

Pasal 108 dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yang berkaitan dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan di Indonesia, masih belum memadai karena beberapa alasan.
Pertama, kurangnya kekhususan dan efektivitas dalam penegakan undang-undang untuk
mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meskipun undang-undang mengharuskan
tindakan kompensasi dan restorasi oleh mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan
lingkungan, undang-undang tersebut tidak memberikan pedoman atau mekanisme yang jelas
untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas, yang mengarah pada tantangan dalam
implementasi praktis (Sutisno, 2016). Ketiadaan norma yang mengatur mekanisme terhadap
pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam mempertanggungjawabkan tindakan
mereka melalui kompensasi dan restorasi menimbulkan permasalahan terkait bagaimana negara
dapat menjamin pemulihan lingkungan secara adil dan efektif. Selain itu, ketentuan pidana dalam
undang-undang juga belum cukup kuat untuk mencegah kejahatan lingkungan. Meskipun sudah
tersedianya hukuman untuk pelanggaran lingkungan, undang-undang yang tersedia tidak secara
memadai menangani kompleksitas tanggung jawab perusahaan, mengingat banyaknya
pelanggaran lingkungan dilakukan oleh perusahaan (Chandra & Muchan, 2024).

Fokus utama undang-undang lingkungan di Indonesia yang lebih menitikberatkan pada
pemberian hukuman daripada strategi pencegahan, hal tersebut mengakibatkan undang-undang
lingkungan ini belum mampu secara efektif mendorong praktik berkelanjutan atau memberikan
insentif untuk konservasi lingkungan (Mulkan, 2022). Secara historis, undang-undang lingkungan
di Indonesia cenderung bersifat reaktif daripada proaktif, pola seperti inilah yang masih terlihat
hingga penerapan UU No. 32 Tahun 2009. Meski undang-undang ini mencakup berbagai bentuk
pelanggaran lingkungan, penegakannya kerap terhambat oleh kurangnya koordinasi yang terpadu
antara lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan praktik korupsi yang meluas.
Kerangka hukum lingkungan di Indonesia sebenarnya telah membuka ruang untuk menerapkan
pertanggungjawaban pidana bagi individu, bisnis, dan korporasi. Namun, pelaksanaannya sering
kali tidak berjalan konsisten, terutama karena adanya ketidakjelasan dalam definisi hukum serta
ketentuan hukuman yang mengatur kejahatan lingkungan (Sinaga, 2023). Inkonsistensi dalam
pertanggungjawaban pidana memperkuat urgensi penelitian ini dalam menelaah hubungan antara
kekuatan normatif dengan praktik implementasinya di lapangan. Selain itu, keberadaan Omnibus
Law dinilai dapat melemahkan perlindungan lingkungan dan memperkuat impunitas terhadap
pelaku kejahatan lingkungan (Prakasa, 2021).
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup juga memiliki hambatan dalam penerapannya untuk mengatasi kejahatan lingkungan di
Indonesia (Sara & Purnama, 2024). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mengalami
hambatan akibat sejumlah faktor, seperti terbatasnya sarana hukum, kurangnya kapasitas aparat
penegak hukum, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian
lingkungan. Faktor-faktor tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan agar
keterbatasan struktural dan kultural yang terjadi dapat diatasi. Korporasi yang sering kali menjadi
pelaku utama kerusakan lingkungan, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan
hukum yang berlaku. Namun, penerapan sanksi terhadap korporasi masih menghadapi kendala
akibat adanya prinsip pertanggungjawaban kesalahan yang mengharuskan pembuktian secara
rinci, sehingga proses penegakan hukum berjalan lambat dan tidak optimal (Carwan & Lestari,
2023).

Adapun prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) memiliki potensi untuk
menyederhanakan pembuktian dalam kasus kejahatan lingkungan. Akan tetapi, prinsip ini belum
terintegrasi secara efektif ke dalam ketentuan hukum pidana, sehingga penerapannya terbatas
pada kasus perdata (Afdhali & Triadi, 2024). Selain itu, kerangka hukum saat ini kurang
memperhatikan keseimbangan antara keadilan ekologis dan kepastian hukum, yang seharusnya
menjadi dasar dalam menjatuhkan sanksi efektif terhadap korporasi (Saputra et al., 2024). Sanksi
pidana yang tidak memberikan efek jera akan memperburuk permasalahan ini, karena pelaku
kejahatan lingkungan sering kali tidak menerima konsekuensi yang berarti (Andoko, 2023). Untuk
mengatasi tantangan tersebut, diperlukan revisi undang-undang, penguatan koordinasi antar
lembaga penegak hukum, serta upaya untuk memberantas korupsi dan campur tangan politik
(Hamzani et al., 2023).

Fungsi preventif khusus dalam hukum pidana berlaku untuk mengatasi tindak kejahatan
lingkungan dengan memberikan sanksi yang berat dan tindakan pencegahan yang efektif. Dalam
mengatasi kejahatan lingkungan, sanksi pidana yang diberikan dapat mencakup hukuman penjara
yang panjang dan denda yang besar, sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penghancuran Hutan yang menetapkan hukuman penjara hingga
15 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada
pelaku kejahatan lingkungan dan mencegah terulangnya tindakan yang merugikan lingkungan.
Selain itu, tindakan preventif khusus dalam hukum pidana juga dapat mencakup mekanisme
penegakan hukum yang ketat dan pengawasan yang intensif terhadap aktivitas yang berpotensi
merusak lingkungan (Amrani, 2022). Dengan memberlakukan sanksi yang tegas dan efektif,
hukum pidana dapat menjadi sarana yang kuat dalam mencegah kejahatan lingkungan dan
melindungi keberlanjutan lingkungan hidup.

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai efektivitas penegakan hukum pidana
lingkungan di Indonesia menunjukkan beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah
penegakan hukum pidana lingkungan yang tidak konsisten dan efektif, terutama disebabkan
karena koordinasi antar lembaga yang tidak terintegrasi, kendala sumber daya, dan pengaruh
korupsi yang kuat. Selain itu, prinsip ultimum remedium yang mempersulit upaya penegakan
hukum pidana karena sanksi pidana dianggap sebagai upaya terakhir setelah tindakan
administratif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut
dengan membahas secara komprehensif mengenai dimensi hukum pidana lingkungan di
Indonesia, pola kejahatan lingkungan hidup di Indonesia, efektivitas kebijakan lingkungan hidup
Indonesia, tantangan dalam penegakan hukum pidana lingkungan, dan rekomendasi penguatan
kebijakan lingkungan hidup.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk
menganalisis hukum sebagai norma yang berlaku dan mengevaluasi penerapannya dalam konteks
pidana lingkungan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan doktrinal, yang fokus pada
pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi terkait kejahatan
lingkungan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer,
seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan Kkasus
lingkungan. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, teks hukum,
dan laporan penelitian juga digunakan untuk memberikan konteks dan kedalaman analisis
terhadap regulasi yang berlaku. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan teknis, (1) melakukan
kategorisasi bahan hukum berdasarkan tingkatan: bahan hukum primer dan sekunder (2)
kodifikasi permasalahan hukum yang meliputi inkonsistensi penerapan sanksi dan hambatan
dalam penegakan hukum, (3) interpretasi hasil analisis data untuk merumuskan rekomendasi
kebijakan, dan (4) validasi melalui triangulasi sumber, untuk meningkatkan kredibilitas dan
validitas temuan penelitian dengan melakukan verifikasi silang data dari berbagai sumber.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah,
mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang sesuai dengan fokus penelitian. Data
yang digunakan berupa dokumen yang tersistematis dalam kerangka hukum pidana lingkungan di
Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Data yang terkumpul dianalisis secara
deskriptif-analitis menggunakan pendekatan interpretatif untuk menggali pemahaman terhadap
norma hukum, mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, serta menemukan kekurangan dalam
kerangka hukum yang memerlukan penyempurnaan. Proses analisis ini mencakup
pengelompokan isu-isu penting dari regulasi dan putusan pengadilan, yang kemudian digunakan
sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas
penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia
Kerangka hukum pidana lingkungan di Indonesia, terutama diatur oleh Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertujuan untuk
mengatasi kejahatan lingkungan melalui kombinasi sanksi administratif, perdata, dan pidana.
Undang-undang ini, bersama dengan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penghancuran Hutan, berupaya melindungi ekosistem dengan menjatuhkan
hukuman pada individu dan perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Terlepas dari ketentuan hukum ini, masih terdapat beberapa tantangan dalam menegakkan
undang-undang ini secara efektif dan mencapai keadilan ekologis. Salah satu masalah yang harus
segera diatasi adalah ketidakseimbangan antara keadilan ekologis dan kepastian hukum, yang
dapat diatasi dengan memasukkan langkah-langkah khusus untuk pemulihan lingkungan ke dalam
sanksi pidana dan memprioritaskan ini sebagai bentuk utama hukuman. Penegakan hukum
lingkungan terhambat oleh faktor-faktor seperti koordinasi yang tidak terintegrasi antar lembaga,
kendala sumber daya, dan korupsi, yang merusak efektivitas tindakan hukum. Selain itu, prinsip
ultimum remedium, yang menyarankan bahwa sanksi pidana harus menjadi upaya terakhir setelah
tindakan administratif, mempersulit upaya penegakan (Kurnia, 2022).

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 97
hingga 120, menguraikan ketentuan pidana komprehensif yang ditujukan untuk mengatasi

81



JUNCTO: Jurnal llmiah Hukum, 7(1) 2025: 78-94,

pelanggaran lingkungan melalui hukuman seperti denda, penjara, dan penangguhan izin usaha.
Ketentuan ini berperan dalam menegakkan hukum lingkungan dan memastikan akuntabilitas
perusahaan atas kejahatan lingkungan. Undang-undang telah berkembang untuk memasukkan
sanksi pidana yang lebih kuat, yang mencerminkan pergeseran ke arah mekanisme penegakan
yang lebih ketat. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
memungkinkan untuk memperkuat ancaman kriminal terhadap perusahaan dengan
meningkatkan hukuman hingga sepertiga, menekankan perlunya hukuman yang lebih keras untuk
mencegah pelanggaran lingkungan (Ali et al,, 2022). Namun, efektivitas dari sanksi ini sering
terhambat oleh pengaruh politik yang dapat merusak penegakan hukum lingkungan (Putra, 2018).

Selain itu, undang-undang yang berfokus pada tanggung jawab perusahaan berfungsi untuk
mencegah perusahaan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Pengenalan pembubaran
perusahaan sebagai hukuman potensial menunjukkan beratnya pelanggaran lingkungan
perusahaan dan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Perusahaan (Effendi et al., 2023).
Terlepas dari ketentuan ini, tantangan dalam bentuk fasilitas hukum yang tidak memadai,
penegakan hukum yang tidak memadai, serta kesadaran publik yang rendah, akan menghambat
penegakan hukum yang efektif (Loilewendan et al, 2022). Untuk mengatasi masalah ini,
koordinasi di antara otoritas terkait serta keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan
pelaporan lingkungan perlu ditingkatkan (Utomo et al., 2023).

Untuk memerangi penebangan liar dan mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan,
Indonesia memiliki Undang-Undang No. 18 tahun 2013 yang berfungsi untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. Undang-undang ini merupakan bagian dari kerangka hukum yang
lebih luas yang mencakup Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 dan peraturan lainnya,
yang secara kolektif membahas pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Sari &
Syahruddin, 2023). Undang-undang memberlakukan hukuman yang ketat, termasuk hukuman
penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp100 miliar, untuk mencegah kegiatan penebangan
illegal (Wibawa et al,, 2023). Terlepas dari langkah-langkah ini, masih timbul tantangan dalam
penegakan hukum karena masalah seperti korupsi, tata kelola, dan kompleksitas dalam
membuktikan dukungan keuangan untuk kegiatan illegal (Ndaru, 2023). Undang-undang ini juga
menekankan perlunya strategi komprehensif yang mencakup kolaborasi lintas sektor dan
partisipasi masyarakat untuk mengelola dan melindungi sumber daya hutan secara efektif (Jesus,
2024).

Di Indonesia, korporasi diakui sebagai badan hukum yang dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang PPLH. Dampak negatif yang dihasilkan
dari kejahatan lingkungan perusahaan, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana
perusahaan harus diterapkan. Pengakuan hukum korporasi sebagai subjek hukum pidana di
Indonesia telah berkembang, dengan KUHP Nasional yang secara eksplisit memasukkan korporasi
sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga memberikan
kepastian hukum dan kekuatan dalam menuntut kejahatan Perusahaan (Sriwidodo & Tumanggor,
2024). Penegakan tanggung jawab pidana perusahaan, terutama dalam kasus-kasus yang
melibatkan limbah berbahaya, sering menghadapi tantangan dalam membuktikan dampak
lingkungan dan niat perusahaan, yang telah mengarah pada diskusi tentang penerapan kewajiban
ketat untuk menyederhanakan penuntutan dengan menghilangkan kebutuhan untuk
membuktikan niat atau kelalaian (Irawansah et al., 2023).

Dengan berlakunya doktrin vicarious liability, proses penegakan hukum pidana lingkungan
akan lebih sulit, karena terkadang doktrin tersebut mengarah pada hubungan tanggung jawab
perusahaan dengan petugas administrasi tanpa mempertimbangkan kesalahan pribadi,
menciptakan ambiguitas antara tanggung jawab perusahaan dan individu. Terlepas dari tantangan
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ini, kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, menyediakan mekanisme
untuk mengatasi kejahatan lingkungan melalui hukum administratif, perdata, dan pidana, dengan
hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium untuk menghukum pelaku (Setiawan et al,,
2024). Namun, efektivitas undang-undang ini sering terhalang oleh hambatan seperti kebijakan
regional, dukungan perusahaan yang kuat, dan praktik kompensasi yang dapat merusak keadilan.
Untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan, beberapa sarjana menganjurkan sanksi yang
beragam dan hukuman akhir pembubaran perusahaan untuk pelanggaran lingkungan yang parabh,
yang dapat berfungsi sebagai pencegah dan mengatasi kesenjangan penegakan.

Kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan lingkungan, meskipun kuat di atas kertas,
menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, terutama karena isu-isu seperti korupsi, campur
tangan politik, dan akuntabilitas perusahaan yang tidak memadai. Integrasi transparansi,
partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses penegakan hukum diperlukan untuk
mencapai tata kelola yang baik dan manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip
Pancasila, yang menekankan harmoni dengan alam dan keadilan sosial, merupakan bagian integral
dalam membentuk peraturan lingkungan, namun kelemahan struktural dan kesenjangan
peraturan yang terjadi menghambat penegakan yang efektif (Arief et al., 2024). Pemerintah
Indonesia telah berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan energi
terbarukan dan perencanaan kota yang berkelanjutan, tetapi upaya ini harus digabungkan dengan
struktur hukum yang kuat dan keterlibatan publik untuk memastikan integritas ekologis jangka
Panjang (Arifin et al, 2024). Pendekatan keadilan ekologis terhadap kejahatan lingkungan
perusahaan menyarankan memprioritaskan pemulihan lingkungan dalam sanksi pidana, namun
mencapai keseimbangan antara keadilan ekologis dan kepastian hukum masih menjadi tantangan.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 memberikan dasar untuk mengatasi pencemaran
lingkungan, tetapi penegakan terhambat oleh sarana hukum, infrastruktur, dan kesadaran publik
yang tidak mencukup. Mengintegrasikan keadilan iklim ke dalam penalaran peradilan dan
meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan langkah penting untuk memperkuat penegakan
hukum lingkungan di Indonesia. Kebijakan konstruksi berkelanjutan juga menekankan perlunya
studi lingkungan strategis dan keterlibatan masyarakat untuk mengatasi tantangan dalam
pembangunan berkelanjutan (Agustina & Eddy, 2024).

Hukum pidana lingkungan juga mengakui perusahaan sebagai badan hukum yang dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun penerapan pertanggungjawaban pidana
perusahaan sering mengaburkan batas antara tanggung jawab perusahaan dan individu, yang
mengarah pada hambatan penegakan hukumnya. Selanjutnya, pengenaan sanksi tambahan,
seperti penyitaan aset atau penutupan bisnis, disarankan untuk mengatasi kekurangan dalam
sanksi pidana utama, terutama dalam kasus kerusakan lingkungan yang parah seperti kebakaran
di daratan (Mubarak et al., 2024). Dalam penerapannya, mekanisme hukum pidana lingkungan ini
sering memiliki hambatan yang disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak memadai dan
kurangnya definisi operasional dalam teks-teks hukum, yang dapat menyebabkan berbagai
interpretasi dan menghambat upaya penuntutan. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting
untuk meningkatkan transparansi, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan bahwa
semua pemangku kepentingan, termasuk pendukung keuangan, bertanggung jawab (Dekiawati,
2022).

Kejahatan Lingkungan Hidup di Indonesia

Pola kejahatan lingkungan di Indonesia sebagian besar ditandai dengan keterlibatan pelaku
korporasi, khususnya dalam kegiatan seperti pembakaran hutan dan pencemaran limbah.
Kejahatan tersebut sebagian besar didorong oleh perusahaan yang memprioritaskan keuntungan
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ekonomi daripada peraturan lingkungan, yang menyebabkan dampak besar terhadap kerusakan
ekologis. Hukum pidana lingkungan di Indonesia mengakui korporasi sebagai badan hukum yang
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan lingkungan, sebagaimana diuraikan
dalam undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Hukum Kehutanan. Namun, penegakan undang-undang ini menghadapi beberapa kendala,
termasuk bukti yang lemah, kurangnya saksi ahli, dan tidak adanya ketentuan hukum khusus yang
mendefinisikan kejahatan dan sanksi lingkungan Perusahaan (Sriwidodo, 2023). Terlepas dari
adanya mekanisme hukum untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan, hukuman yang
dijatuhkan seringkali tidak cukup untuk mencegah pelanggaran di masa depan, dan penegakan
hukum terhalang oleh isu-isu seperti korupsi dan campur tangan politik (Fatichah et al., 2023).

Prinsip Pancasila yang menekankan harmoni dengan alam dan keadilan sosial membentuk
dasar regulasi Indonesia, akan tetapi penegakan hukum yang lemah masih menjadi kendala dalam
mengimplementasikan prinsip tersebut. Upaya perbaikan mencakup revisi undang-undang,
peningkatan kapasitas institusi, serta pemberantasan korupsi dan campur tangan politik.
Pembentukan mekanisme khusus, seperti Pengadilan Lingkungan, dan pengawasan masyarakat
juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pemulihan kerusakan, sesuai dengan
tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan keadilan ekologis mengutamakan pemulihan
lingkungan sebagai bentuk hukuman utama, yang dapat menyeimbangkan kepastian hukum
dengan perlindungan ekosistem, didukung oleh definisi hukum yang lebih jelas dan mekanisme
penegakan yang konsisten.

Kejahatan lingkungan di Indonesia dicirikan oleh sistem kejahatan terorganisir, yang
melibatkan jaringan yang membentang dari tingkat lokal hingga internasional. Keterlibatan
kejahatan yang terorganisir dalam pelanggaran lingkungan didorong oleh profitabilitas tinggi
yang dihasilkan dari kegiatan tersebut (Papathanasiou, 2017). Sifat yang menguntungkan ini
menarik jaringan kriminal yang mengeksploitasi kesenjangan peraturan dan kelemahan
penegakan hukum. Di Indonesia, penegakan hukum lingkungan semakin diperburuk oleh isu-isu
seperti koordinasi yang terfragmentasi antar lembaga, kendala sumber daya, dan korupsi, yang
merusak efektivitas tindakan hukum (Khairunnissa, 2022). Oleh karena itu, penguatan hukum
pidana lingkungan Indonesia memerlukan revisi legislatif, peningkatan kapasitas penegakan
hukum, dan kerja sama internasional untuk memerangi jaringan kejahatan terorganisir yang
melanggengkan degradasi lingkungan (Pisaric, 2011).

Pola kejahatan lingkungan di Indonesia, dilihat melalui perspektif hukum lingkungan
Indonesia, dibentuk oleh beberapa karakteristik utama. Pertama, kerangka legislatif, terutama
diatur oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan, memiliki definisi yang tidak jelas dan hukuman yang tidak konsisten, sehingga
menghambat penegakan yang efektif (Saputra et al., 2024). Akuntabilitas perusahaan pun sangat
dibutuhkan, karena banyak kejahatan lingkungan melibatkan bisnis, terutama di sektor-sektor
seperti pengelolaan limbah dan kehutanan, di mana pembuangan limbah yang tidak tepat dan
pembakaran hutan lebih umum terjadi (Lubis, 2023). Prinsip pertanggungjawaban yang ketat
diakui tetapi terutama diterapkan dalam kasus perdata, membatasi dampaknya pada akuntabilitas
pidana. Selain itu, penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan
politik, termasuk kesadaran publik yang tidak memadai dan kebijakan pemerintah yang tidak
konsisten, yang selanjutnya menantang penerapan prinsip-prinsip seperti “in dubio pro natura”
yang memprioritaskan perlindungan lingkungan (Ramli et al., 2023).
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Efektivitas Kebijakan Lingkungan Hidup Indonesia

Hukum pidana lingkungan Indonesia, khususnya mengenai akuntabilitas perusahaan atas
kejahatan lingkungan seperti kebakaran hutan, menghadapi tantangan dalam penegakannya,
meskipun ada penggabungan prinsip-prinsip internasional seperti kehati-hatian dan akuntabilitas
perusahaan. Kerangka hukum, terutama diatur oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, memberikan dasar untuk meminta
pertanggungjawaban perusahaan secara pidana atas pelanggaran lingkungan, termasuk
pencemaran dan pembakaran hutan. Namun, penerapan undang-undang ini tidak konsisten,
seringkali mengakibatkan sanksi administratif daripada pidana bagi pelanggar perusahaan, yang
merusak prinsip keadilan ekologis yang berupaya menyeimbangkan perlindungan lingkungan
dengan kepastian hukum. Hal tersebut diperburuk oleh celah peraturan dan mekanisme
penegakan yang lemah, yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari akuntabilitas.

Konsep sanksi tambahan, seperti restorasi lingkungan dan penyitaan aset, diusulkan sebagai
sarana untuk meningkatkan efektivitas hukuman pidana dan memastikan keadilan ekologi.
Namun, penerapan langkah-langkah ini terhambat oleh kurangnya kejelasan hukum dan
tantangan untuk membuktikan niat atau kelalaian perusahaan, yang diperlukan untuk
pertanggungjawaban pidana di bawah kerangka hukum saat ini. Untuk mengatasi masalah ini,
diperlukan perubahan paradigma dalam pendekatan Indonesia terhadap penegakan hukum
lingkungan, menekankan peraturan yang kuat, penegakan hukum yang transparan.

Di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban yang ketat diperlukan dalam menangani
kejahatan lingkungan perusahaan, memungkinkan pengenaan pertanggungjawaban pidana pada
perusahaan tanpa perlu membuktikan niat atau kelalaian. Pendekatan ini sangat dibutuhkan
mengingat dampak kejahatan lingkungan yang kompleks dan luas yang dilakukan oleh
perusahaan, yang sering mengakibatkan kerusakan ekologis yang parah. Undang-undang Nomor
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan memberikan kerangka hukum
untuk prinsip ini, meskipun penerapannya terbatas pada kasus perdata, yang membutuhkan
kompensasi untuk kerusakan daripada hukuman pidana. Konsep tanggung jawab yang ketat
sangat penting dalam membuktikan kesalahan dalam kejahatan lingkungan, karena mengalihkan
fokus dari niat korporasi menjadi terjadinya tindakan berbahaya, sehingga menyederhanakan
proses hukum dan meningkatkan akuntabilitas (Maulana et al., 2024).

Terlepas dari potensinya, penerapan pertanggungjawaban ketat dalam hukum pidana belum
sepenuhnya terwujud, karena inkonsistensinya penegakan hukum dan perlunya komitmen yang
lebih kuat dari otoritas hukum untuk menegakkan hukum lingkungan secara efektif ( Siagian et al.,
2023). Kasus-kasus penting, seperti putusan Mahkamah Agung terhadap PT. Rambang Agro Jaya,
menunjukkan kesediaan peradilan untuk menegakkan pertanggungjawaban yang ketat,
(Purwanto et al,, 2024). Putusan Mahkamah Agung Nomor 2196 K/Pdt/2022 merupakan putusan
yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Rambang Argo Jaya. Sehingga PT.
Rambang Argo Jaya sebagai pihak tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan
bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi. Selain itu, PT.
Rambang Argo Jaya juga diwajibkan membayar ganti rugi materiil kepada penggugat yaitu
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.199.568.330.900,00. Putusan
Mahkamah Agung ini menjadi yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa di masa depan serta
menegaskan peran Mahkamah Agung dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan dengan
mendorong akuntabilitas perusahaan.

Penegakan hukum lingkungan yang tidak konsisten, terutama dalam kasus-kasus yang
melibatkan perusahaan, merupakan masalah yang perlu diatasi, seperti yang disorot oleh berbagai
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penelitian. Hukum pidana lingkungan Indonesia seringkali gagal dalam implementasinya karena
beberapa faktor. Misalnya, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan seperti
penebangan liar dan kebakaran hutan terhambat oleh kekuasaan diskresioner hakim, yang
mengarah pada praktik hukuman yang tidak konsisten (Budiyono & Liréza, 2024). Korporasi yang
terlibat dalam kejahatan lingkungan sering lepas dari hukuman berat karena bukti yang lemabh,
kurangnya saksi ahli, dan tidak adanya ketentuan hukum yang jelas yang mendefinisikan tanggung
jawab dan sanksi perusahaan.

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan, terhambat oleh beberapa
tantangan logistik, seperti medan yang sulit dan sumber daya yang tidak mencukupi, yang
menghambat penegakan hukum yang efektif (Nur et al., 2023). Selain itu, tumpang tindih sanksi
administratif dan pidana menciptakan inkonsistensi dalam hukuman untuk pelanggar
perusahaan, karena sistem hukuman perusahaan tidak memiliki integrasi dan kejelasan (Torodji
et al,, 2023). Sistem hukum Indonesia juga berjuang dengan penegakan undang-undang investasi,
yang tidak memberikan sanksi memadai kepada investor asing yang bertanggung jawab atas
kerusakan lingkungan, sehingga gagal mendukung inisiatif investasi hijau (Wuryandari et al,,
2022). Selain itu, faktor sosial ekonomi dan politik, termasuk korupsi dan koordinasi yang
terfragmentasi antar lembaga, semakin melemahkan mekanisme penegakan. Untuk mengatasi
tantangan ini, diperlukan untuk adanya revisi legislatif untuk menyelaraskan hukum pidana
lingkungan, meningkatkan pelatihan peradilan, dan meningkatkan koordinasi di antara lembaga
penegak hukum untuk memastikan penerapan hukum lingkungan yang konsisten dan efektif.

Perbandingan dengan hukum internasional
Sebagai cermin reflektif bagi Indonesia, terdapat regulasi terkait hukum pidana

lingkungan yang berlaku di Amerika Serikat yaitu Comprehensive Environmental Response,
Compensation, and Liability Act (CERCLA) yang menerapkan prinsip strict liability secara mutlak
yang membebankan tanggung jawab penuh atas biaya pemulihan tanpa perlu pembuktian unsur
kesalahan terhadap pelaku pencemaran lingkungan (Hobbs & Levy, 1996). Regulasi tersebut
didukung oleh preseden dalam kasus United States v. Bestfoods tahun 1988, di mana Mahkamah
Agung Amerika Serikat menegaskan tanggung jawab pidana korporasi induk atas anak
perusahaannya yang mencemari lingkungan, bahkan ketika keterlibatan langsung tidak dapat
dibuktikan (Jewett & Wascom, 2013). Selain itu, di Amerika Serikat juga membentuk lembaga
pemerintah bernama Environmental Protection Agency (EPA) yang memiliki kewenangan untuk
menegakkan pembersihan dan mencari pemulihan biaya dari pihak yang bertanggung jawab
(Kapp, 2024).

Adapun regulasi terkait hukum pidana lingkungan yang berlaku di Jerman yaitu,
Environmental Criminal Code (Umweltstrafgesetz) yang menetapkan sanksi pembubaran
perusahaan sebagai hukuman utama untuk pelanggaran berat (Hoffman, 1991). Regulasi tersebut
didukung dengan terjadinya kasus Volkswagen Dieselgate tahun 2015, di mana pengadilan Jerman
tidak hanya menjatuhkan denda sebesar €1 miliar tetapi juga mengharuskan restrukturisasi
korporasi secara menyeluruh (Schlemminger & Martens, 2004). Selain itu, di Australia terdapat
Land and Environment Court di New South Wales yang merupakan pengadilan dengan yurisdiksi
eksklusif dalam masalah lingkungan (Stein, 2002). Melalui putusan dalam kasus Environment
Protection Authority v. Grafil Pty Ltd tahun 2019, perusahaan tambang diwajibkan untuk
merehabilitasi lahan tercemar seluas 500 hektare sebagai bagian dari sanksi pidana, dengan biaya
yang mencapai 20 juta Dolar Australia (White, 2017). Berdasarkan regulasi-regulasi yang berlaku
di berbagai negara maju, dapat disimpulkan bahwa negara-negara tersebut bertindak tegas
terhadap pelaku pencemaran lingkungan, sehingga dapat menjadi refleksi untuk menjamin
pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia.
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Tantangan Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan yang berat,
terutama karena penyelidikan yang lemah dan sulitnya membuktikan kasus, yang diperparah oleh
kurangnya bukti yang kuat dan keahlian teknis. Masalah ini tidak unik di Indonesia tetapi
merupakan masalah umum di banyak yurisdiksi, seperti yang disorot oleh berbagai penelitian. Di
Indonesia, tidak adanya ketentuan hukum yang jelas yang mendefinisikan tanggung jawab
perusahaan dan sanksi atas kejahatan lingkungan semakin mempersulit upaya penegakan hukum.
Penegakan hukum cenderung berorientasi pada pelanggar, tidak memiliki perlindungan hukum
yang memadai bagi korban, dan terhalang oleh bukti yang lemah dan kelangkaan saksi ahli.
Kompleksitas kejahatan lingkungan, yang sering melibatkan unsur-unsur transnasional dan
jaringan kriminal terorganisir, membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus yang menjadi
kekurangan dari lembaga penegak hukum (Liréza & Kogi, 2023). Selain itu, sifat klandestin dari
kejahatan ini dan seluk-beluk hukum lingkungan berkontribusi pada kegagalan penuntutan,
seperti yang terlihat dalam kasus-kasus deforestasi ilegal di mana penuntutan yang salah telah
terjadi karena metodologi pengumpulan bukti dan penilaian yang tidak tepat (Solodov & Zebek,
2022).

Kebutuhan untuk penyelidikan teknis, seperti analisis dampak lingkungan dan pengukuran
polutan, yang membutuhkan keterampilan dan teknologi yang sering kali tidak tersedia bagi
petugas penegak hukum (Golubev et al., 2020). Menanggapi tantangan ini, ada kebutuhan untuk
mekanisme deteksi dan penegakan yang lebih baik, termasuk pengembangan kebijakan dan
strategi yang lebih efektif, serta kolaborasi internasional untuk memerangi kejahatan lingkungan
secara efektif. Pembentukan pengadilan lingkungan khusus dan dorongan litigasi kepentingan
swasta dan publik juga dapat meningkatkan upaya penegakan hukum dengan memberikan
tanggung jawab dan peran kekuasaan yang lebih jelas, sehingga mengoptimalkan penegakan
hukum melawan kejahatan lingkungan (Ijaiya & Joseph, 2014).

Di Indonesia, keterbatasan kapasitas petugas penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan
hakim, menghadirkan tantangan dalam menangani kejahatan lingkungan secara -efektif.
Tantangan-tantangan ini berakar pada kurangnya pengetahuan khusus dan pemahaman teknis
yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus lingkungan yang kompleks, yang sering
melibatkan bukti ilmiah dan teknis yang rumit. Ketidakmampuan dalam keahlian ini menyebabkan
proses pembuktian yang tidak memadai, karena petugas berjuang untuk mengumpulkan,
menafsirkan, dan menyajikan bukti yang diperlukan untuk mendukung tuduhan di pengadilan
(Dobovsek & Pracek, 2011). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya berdasarkan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
semakin terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan, yang
mempengaruhi kemampuan lembaga penegak hukum untuk memprioritaskan dan mengelola
kasus-kasus lingkungan (Widjaja, 2024). Selain itu, kurangnya spesialisasi dan pengembangan
profesional berkelanjutan di antara petugas penegak hukum memperburuk masalah ini, karena
ada kebutuhan mendesak untuk program pelatihan yang ditargetkan yang meningkatkan
pemahaman dan keterampilan mereka yang terlibat dalam penyelidikan kejahatan lingkungan
(Miljus, 2023).

Kompleksitas undang-undang lingkungan dan kebutuhan akan koordinasi antar lembaga
juga menimbulkan hambatan, karena garis pemisah tipis antara yurisdiksi berbagai lembaga
sering menyebabkan inefisiensi dan tumpang tindih dalam tanggung jawab (Brata & Syafa’l, 2024).
Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk menerapkan inisiatif pembangunan
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kapasitas yang berfokus pada spesialisasi pejabat sistem peradilan dan mendorong kolaborasi
antara pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk masyarakat lokal, untuk memastikan
pendekatan yang lebih terintegrasi dan efektif untuk penegakan hukum lingkungan (Jones &
Honorato, 2016). Selain itu, meningkatkan kesadaran publik dan keterlibatan dalam masalah
lingkungan dapat mendukung upaya penegakan hukum dengan meminta pertanggungjawaban
pelanggar dan mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

Untuk memahami efektivitas serta tantangan dalam implentasi penegakan hukum pidana
lingkungan di Indonesia, perlu dilakukan penyelarasan antara norma hukum yang berlaku dengan
praktik penegakan hukumnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hubungan Antara Norma dengan Praktik Penegakan Hukum

Aspek. Ketentuan Hukum Praktik Penegakan Tantangan Implementasi
Normatif
Pasal 97._120 uu 32/20.0.9' Seringkali sanksi Prinsip ultimum remedium
o Denda hingga Rp100 miliar L . .
Sanksi Pidana . ) . administratif menyebabkan sulitnya
dan pidana penjara hingga diprioritaskan enjatuhan sanksi pidana
15 tahun P pen) P
Tanggung Korporasi sebagai subjek Terdapat amblg.mtas Sulitnya pembuktian niat
Jawab . antara tanggung jawab (mens rea) dan unsur
. hukum pidana A
Korporasi perusahaan dan individu kesalahan
Kurangnya peraturan
Pemulihan Kewajiban restorasi Jarang diterapkan secara tertulis yang memuat
Lingkungan sebagai sanksi tambahan konsisten mekanisme pelaksanaan

pemulihan lingkungan

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Tabel 1 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum lingkungan yang telah
ditetapkan dengan praktik penegakannya serta tantangan implementatif yang dihadapi Indonesia.
Pada aspek sanksi pidana, meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur
sanksi yang cukup berat yakni denda hingga Rp100 miliar dan pidana penjara hingga 15 tahun
berdasarkan Pasal 97-120), praktik di lapangan sering menunjukkan bahwa sanksi administratif
lebih diprioritaskan. Hal ini tidak lepas dari prinsip ultimum remedium, yang menyulitkan
penjatuhan sanksi pidana karena sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk memberikan
efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan serta memerlukan pembuktian yang kompleks.
Implementasi prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana lingkungan di Indonesia justru
melemahkan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan, karena pendekatan administratif lebih
lunak dan mudah dinegosiasikan.

Pada aspek tanggung jawab korporasi, meskipun hukum pidana telah menetapkan bahwa
korporasi merupakan subjek hukum pidana, praktik penegakannya masih menghadapi tantangan,
terutama dalam membedakan tanggung jawab antara individu dan entitas korporasi. Pemerintah
daerah dan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam membuktikan mens rea korporasi
dan mengidentifikasi pelaku utama di balik struktur organisasi perusahaan (Arifin et al., 2024).
Selain itu, kewajiban pemulihan lingkungan sebagai sanksi tambahan jarang diterapkan secara
konsisten karena ketiadaan peraturan teknis yang memuat mekanisme pelaksanaannya secara
detail.

Penguatan Kebijakan Lingkungan Hidup

Untuk memperkuat akuntabilitas perusahaan melalui hukum pidana, penting untuk
meningkatkan mekanisme yang membuat perusahaan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Konsep pertanggungjawaban pidana perusahaan telah berkembang untuk mengakui perusahaan
sebagai badan hukum yang mampu melakukan kejahatan, yang memerlukan hukum yang kuat
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untuk mengatasi kesalahan mereka. Perkembangan ini mengakui adanya peran perusahaan dalam
kegiatan ekonomi dan potensi keterlibatan mereka dalam tindakan criminal (Widijowati, 2023).
Selain itu, terdapat pula tantangan dalam penerapan regulasi secara efektif untuk memastikan
bahwa perusahaan dimintakan pertanggungjawaban, tidak hanya melalui denda tetapi juga
melalui hukuman yang lebih substantif yang mencerminkan beratnya kejahatan mereka. Selain itu,
kesenjangan akuntabilitas sering muncul ketika hanya korporasi yang didenda, membuat pelaku
individu tidak dihukum, yang dapat merusak fungsi pencegahan dari hukum pidana dan
kepercayaan publik (Gilchrist, 2018).

Penguatan definisi hukum dan sanksi terhadap kejahatan lingkungan menjadi kebutuhan
mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan ekologis, khususnya
dalam konteks pertanggungjawaban Kkorporasi. Reformasi hukum yang mengutamakan
pendekatan progresif, dengan fokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, dapat
meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan melalui prioritas pada kepentingan
masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Partisipasi publik dan transparansi dalam proses
hukum juga harus ditingkatkan, karena keduanya berperan dalam membangun kepercayaan dan
akuntabilitas publik terhadap sistem hukum (Dessani et al., 2023). Upaya ini perlu didukung oleh
penguatan kapasitas lembaga hukum dan pemberantasan korupsi untuk menciptakan sistem
hukum yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum lingkungan di
Indonesia dapat diperbaiki untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Geofrey &
Samekto, 2021).

Prinsip-prinsip keadilan restoratif menawarkan pertanggungjawaban yang menjanjikan
untuk menangani kasus-kasus lingkungan dengan berfokus pada pemulihan ekosistem yang
terdegradasi daripada hanya pada tindakan hukuman. Pendekatan ini menekankan mediasi dan
dialog antara para pihak, yang bertujuan untuk mencapai pemulihan lingkungan dan kompensasi
atas kerusakan, yang dapat lebih efektif daripada proses hukum tradisional (Himawan & Lestari,
2023). Konsep keadilan restoratif hijau, khususnya dalam konteks kerusakan industri, menyoroti
manfaat dari setiap proses non-persidangan yang memfasilitasi pemulihan ekosistem lebih cepat
melalui inisiatif penghijauan ulang oleh perusahaan yang bersalah, dengan pengawasan dari
pemangku kepentingan seperti pemerintah dan media (Setiyawan et al., 2024).

Penerapan keadilan restoratif dengan mengintegrasikan keadilan, pembangunan
perdamaian, dan keberlanjutan, sehingga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang
berkelanjutan (Medeiros et al., 2022). Selanjutnya, dalam kasus-kasus ekosida kejahatan berat
terhadap perdamaian global menunjukkan potensinya untuk memberikan revitalisasi dan
reparasi lingkungan, mempromosikan hak asasi manusia dan mengurangi penderitaan sosial
(Babakhani, 2023). Integrasi keadilan restoratif ke dalam regulasi lingkungan dapat mendorong
hibridisasi praktik yang ada untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih inklusif dan
efektif (Forsyth et al,, 2021). Selain itu, Prinsip dan Standar Internasional untuk Restorasi Ekologis
dan Pemulihan Situs Tambang menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan pertambangan untuk
terlibat dalam praktik restoratif, menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan
dan keputusan berbasis bukti untuk mencapai hasil ekologi tertinggi (Young et al., 2022).

Pelatihan untuk meningkatkan penegakan hukum dan teknologi diperlukan untuk
memperkuat kebijakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan yang efektif membutuhkan
aturan hukum yang kuat dan program penegakan yang komprehensif yang menegaskan
kepatuhan dan akuntabilitas di semua sektor, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat
sipil. Pelatihan petugas penegak hukum sangat dibutuhkan, karena dapat membekali mereka
dengan keterampilan yang diperlukan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan lingkungan
secara efektif. Pelatihan ini harus berpusat pada peserta, dengan fokus pada pemahaman sifat
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kejahatan lingkungan dan proses yang terlibat dalam penyelidikan dan penuntutan mereka
(Mwebaza & Akech, 2011). Selain itu, spesialisasi dan pengembangan profesional berkelanjutan
untuk jaksa dan hakim dalam kejahatan ekologis perlu dilakukan untuk meningkatkan deteksi,
investigasi, dan pengumpulan bukti.

Mengintegrasikan pendidikan lingkungan dengan pelatihan penegakan hukum dapat
meningkatkan keterampilan petugas, sekaligus memotivasi mereka untuk berperan aktif dalam
menjaga dan melindungi lingkungan. Teknologi modern, seperti platform simulasi dan e-learning,
memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas pelatihan melalui skenario realistis dan
kesempatan belajar yang terus berlanjut (Atkins & Norris, 2013). Selain itu, pendekatan yang
mengutamakan pembangunan kapasitas dengan melibatkan strategi lintas disiplin dapat menjadi
sarana untuk memperkuat keahlian dalam bidang penegakan hukum lingkungan (Hrishakov,
2023). Salah satu kendala yang perlu diatasi adalah adanya rasa takut di antara petugas penegak
hukum terhadap kemungkinan dampak negatif, seperti tekanan politik atau intimidasi sosial, yang
dapat menghambat mereka dalam menjalankan tugas secara efektif dan independen.

Prinsip ultimum remedium, yang melibatkan penerapan sanksi pidana setelah tindakan
administratif telah habis, juga dianjurkan di Indonesia untuk memperkuat kepatuhan dan
memulihkan fungsi lingkungan (Putri et al,, 2023). Selain itu, pemburukan sanksi pidana, seperti
peningkatan hukuman bagi pelanggar perusahaan, disarankan untuk melindungi lingkungan
secara lebih efektif, meskipun tindakan saat ini seringkali tidak memiliki hubungan langsung
dengan pelestarian lingkungan. Terlepas dari tantangan yang terkait dengan kriminalisasi hukum
lingkungan, seperti biaya tinggi dan kompleksitas prosedural, manfaat potensial dalam hal
pencegahan dan akuntabilitas moral menjadikannya strategi yang menarik bagi pembuat
kebijakan (Dimento, 1993).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum pidana
lingkungan yang komprehensif, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penghancuran Hutan, implementasinya menghadapi tantangan besar. Faktor-
faktor seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum,
korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga menghambat efektivitas kebijakan ini. Selain
itu, prinsip ultimum remedium sering kali tidak diterapkan dengan baik, menyebabkan sanksi
pidana hanya digunakan sebagai pilihan terakhir, yang seringkali mengurangi efek pencegahan.
Kejahatan lingkungan yang melibatkan perusahaan menjadi perhatian utama, mengingat
keterlibatan pelaku korporasi dalam pencemaran limbah, pembakaran hutan, dan kejahatan
lingkungan lainnya yang sulit dituntut secara efektif. Sehingga, direkomendasikan pembentukan
lembaga pengawasan independen berbasis masyarakat yang memiliki kewenangan untuk
memantau, melaporkan, dan menindaklanjuti kejahatan lingkungan secara partisipatif dan
transparan.

Pendekatan komprehensif menjadi bagian penting dalam penelitian ini, menekankan
perlunya reformasi kerangka hukum untuk memperjelas definisi kejahatan lingkungan serta
memperkuat sanksi pidana agar lebih tegas dan bersifat preventif. Selain itu, integrasi prinsip
keadilan restoratif dalam kerangka hukum melalui pembentukan peraturan tertulis yang
mengatur mekasnisme pemulihan lingkungan secara lengkap dan jelas direkomendasikan sebagai
langkah transformatif untuk mewujudkan keadilan yang lebih efektif. Pelatihan secara
berkelanjutan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam
menangani kasus lingkungan yang kompleks. Dengan pendekatan komprehensif yang mencakup
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reformasi hukum, intervensi sosial, dan penerapan sanksi yang lebih tegas, hukum pidana
lingkungan diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung
keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.
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